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PUSATTUDHUKUM
GI DAN PERTAMBANGAN







RESUME PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Perkara Nomor 21P/HUM/2018
UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 43 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI ENERGI TENTANG TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA  PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DAN SERTIFIKAT CLEAR AND CLEAN
Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diajukan Perseroan Terbatas Karya Murni Sejati 27., Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas., Perseroan Terbatas Hafar Indotech., memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Alungsyah, S.H., Happy Hayati Helmi, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H yang semuanya adalah Para Advokat dan Konsultan hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants.
	Jenis Perkara
	:
	Keberatan hak uji materiil terhadap Permen ESDM No 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM No 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

	Pokok Perkara
	:
	Pengujian materiil terhadap Permen ESDM No 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 1 angka 14, dan angka 15, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3), Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 ] dan Permen ESDM No 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 112 huruf a]

	Amar Putusan
	:
	Menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

	Tanggal Putusan
	:
	Kamis, 31 Mei 2018


Substansi Masalah

Bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto.Undang-Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang Undang Nomor    23    Tahun    2014    tentang    Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  9 Tahun  2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Bahwa Pasal 112 huruf a Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
Alasan Permohonan

Ketentuan tumpang tindih kewilayahan sesungguhnya termasuk dalam pengertian sengketa. Tidak ada satupun norma dalam Permen ESDM 43/2015 yang mengatur penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih kewilayahan diselesaikan melalui proses peradilan.

Oleh karena itu sengketa atau tumpang tindih kewilayahan seharusnya itu menjadi domain pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Tumpang tindih (sengketa) kewilayahan sebagaimana  dimaksud  haruslah  didasarkan  pada  suatu  proses pembuktian  di  pengadilan  siapa  yang  paling  berhak  atas  WIUP. Tumpang  tindih  kewilayahan   jelas  memiliki   persoalan   sengketa dimana  terdapat  IUP  yang  sama-sama  memiliki  kekuatan dimana memerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.
Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK telah ditegaskan dalam ketentuan norma Pasal 154 Undang-Undang Minerba 2009. Hal ini pun sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 yang mana kekuasaan kehakiman merupakan instrumen yang mutlak ada, demi tegaknya prinsip negara hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 hlm. 203, yang menyatakan “... Suatu produk hukum hanya absah jika diuji melalui institusi hukum bernama pengadilan. Itulah nafas utama negara hukum sebagaimana diajarkan pula dalam berbagai teori pemencaran dan pemisahan kekuasaan yang berujung pada pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi...”.
Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 67 Undang-Undang PTUN 1986 di dalam Penjelasannya, bahwa KTUN (IUP) adalah sah menurut hukum meski diduga ada tumpang tindih wilayah hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang menyatakan tidak sah. Oleh karenanya juga, sejalan dengan prinsip HAM dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang HAM 1999, jikalau terdapat sengketa tumpang tindih wilayah terhadap IUP yang dimiliki subjek hukum, maka setiap subjek hukum berhak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil melalui proses pengadilan yang fair.
Norma evaluasi tentang tumpang tindih kewilayahan yang berujung Pengumunan Status & Sertifikat CnC hingga pencabutan IUP (Pasal 21 ayat (2) Permen ESDM 43/2015) sesungguhnya telah mengambil alih otoritas pengadilan.  Padahal,  setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan  dan  arbitrase  dalam  negeri  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 154 UU Minerba 2009).
Selain itu, persoalan tumpang tindih kewilayahan ini yang berujung pada pencabutan IUP juga tidak memiliki dasar kewenangan bagi Dirjen atas nama Menteri (Permen ESDM 43/2015). Ketentuan Pasal 119 UU Minerba 2009 menyatakan “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : a Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan; b pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang ini; atau c
pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”.
Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Minerba 2009 tersebut mengatur secara limitatif tentang kewenangan pencabutan izin, yang didalamnya tidak ada memberi kewenangan dalam hal terjadi tumpang tindih kewilayahan. Bahwa terjadinya tumpang tindih kewilayahan, bukanlah lahir dari kewajiban orang dan/atau badan hukum (warga Negara) selaku pemegang IUP, namun semuanya terjadi karena pelaksanaan kewenangan Negara cq. Pemerintah. Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hingga dinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009 dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harus dicabut.
Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalan tumpang tindih kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilan atau arbitrase (Pasal 154 Undang-Undang Minerba 2009).

Pasal Yang Di Uji

Permen ESDM No 43 Tahun 2015 Pasal 1 angka 14, dan angka 15, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3), Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24,  dan Permen ESDM No 11 Tahun 2018 Pasal 112 huruf a.
Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan
untuk
mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima.

Pengumuman status IUP Clear and Clean dan penerbitan Sertifikat Clear and Clean tidak menjadikan IUP otomatis menjadi tidak berlaku karena Dirjen Mineral dan Batubara dalam mengumumkan Status & menerbitkan Sertifikat CnC, hanya melakukan evaluasi kewilayahan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan terdapat permasalahan, maka permasalahan tersebut disampaikan kembali kepada Menteri/ Gubernur sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti, sehingga kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap IUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015. sehingga dalam hal terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas penyelesaian tumpang tindih, tetap dapat diajukan gugatan tuntutan hukum baik secara gugatan administrasi maupun perdata karenanya aturan obyek HUM aquo tidaklah mengambil alih otoritas pengadilan dalam menentukan sengketa tumpang tindih sehingga Permen obyek HUM  a  quo  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah, Undang-Undang minerba, Undang-Undang PTUN Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang HAM.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Isi/Amar Putusan 

1. Menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon: 1. Perseroan Terbatas Karya Murni Sejati 27, 2. Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas 3. Perseroan Terbatas Hafar Indotech tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
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